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Buku “Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” ini
memaparkan bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia
mengalami pasang surut sejak kemerdekaan tahun 1945. Pada masa
Orde Lama penyelenggaraan pemerintahan daerah didominasi
eksekutif (executive heavy) di bawah kontrol Pemerintah Pusat.
Kondisi tersebut terus berlanjut pada masa Orde Baru yang
menjalankan pemerintahan secara sentralistis dan otoriter, yakni
semua dikendalikan oleh Pusat. Sedang pada era reformasi pasca
tumbangnya rezim Orde Baru penyelenggaraan pemerztahan daerah
dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, demokrasi, tr:
akuntabilitas melalui desentralisasi dengan memberik:
kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya send

Sasaran: buku ini sangat bermanfaat bagi akader
siswa, pejabat pemerintah dan praktisi pemerintahan d
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